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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2013

TENTANG

GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA

SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA

DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Gaji atau Upah dan Manfaat
Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GAJI ATAU UPAH DAN
MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF BAGI
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial.

2. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan
pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan
memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program
jaminan sosial.

3. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai
dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di
dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

4. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada
anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi karena kedudukan dan
peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan
tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang
selanjutnya disebut Gaji atau Upah adalah penghasilan tetap berupa
uang yang diterima setiap bulan oleh anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi BPJS.

6. Manfaat Tambahan Lainnya adalah tunjangan dan fasilitas berupa
uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang dibayarkan kepada
anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi bersama-sama dengan
pembayaran gaji atau upah.

7. Insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan
yang dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota
Direksi setiap tahun sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari
hasil pengembangan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan.

Pasal 2

(1) BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab
kepada Presiden.
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(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. BPJS Kesehatan; dan

b. BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II

PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

DAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 3

(1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi memperoleh
penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan
profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam
BPJS.

(2) Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku
dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi
dan kemampuan keuangan BPJS, tingkat inflasi, dan faktor lain yang
relevan.

(3) Faktor lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan faktor yang berlaku umum untuk menentukan tingkat
remunerasi pada lembaga sejenis atau lembaga yang mengelola dana
atau memikul beban kerja sebesar yang dikelola BPJS.

Pasal 4

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdiri
atas:

a. Gaji atau Upah; dan

b. Manfaat Tambahan Lainnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain mendapat
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
memperoleh Insentif.

Pasal 5

(1) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
diberikan dengan formula sebagai berikut:

Gaji atau Upah = Gaji atau Upah Dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x
Faktor Jabatan.

(2) Gaji atau Upah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan beban kerja dan kinerja operasional BPJS.
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